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PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 26 Agustus

2002,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

xxxxxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  xxxxx

xxxxxxxxx,  xxx  xxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON,  tempat dan tanggal  lahir  Sukoharjo,  14 Oktober 2003,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  xxxxxxxx

xxxxxx, tempat kediaman di di xxxxx xxxxxxxxx, xxx,

xxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya  tanggal 21 Mei 2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sukoharjo,  Nomor

499/Pdt.G/2024/PA.Skh,  pada tanggal  22  Mei  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  04  Oktober  2021,  Pemohon  dengan

Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Provinsi  Jawa Tengah (Kutipan Akta  Nikah Nomor :  xxx sesuai  dengan

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 08 Mei 2024). Pada
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saat  menikah  Pemohon  berstatus  Jejaka  dan  Termohon  berstatus

Perawan. 

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri  (ba'da dukhul)  dan telah

dikaruniai  satu  (1)  orang  anak,  yang  bernama  :  Anak  (Laki-laki,  umur

kurang lebih 2 tahun), yang sekarang ikut Termohon. 

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat  tinggal  di  rumah  kediaman  bersama  di  rumah  orang  tua

Pemohon di  xxxxx xxxxxxxxx,  xxx xxx xxx  xx,  xxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama 3 bulan. 

4. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  semula  berjalan

harmonis dan bahagia, namun kurang lebih satu bulan setelah pernikahan

yaitu sejak bulan November tahun 2022, rumah tangga mulai goyah, antara

Pemohon  dan  Termohon  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga disebabkan antara lain: 

a. Orang  tua  Termohon  terlalu  ikut  campur  (intervensi)  ke  dalam

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon,  sedang  Termohon  lebih

memilih untuk ikut patuh kepada Orang tua Termohon sendiri dan

mengabaikan Pemohon selaku suami Termohon. 

b. Masalah  Ekonomi,  Pemohon  sudah  berusaha  bekerja  dan

memberi nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, akan tetapi

Termohon masih merasa kurang. 

c. Termohon tidak bersedia diatur dan tidak taat kepada Pemohon

selaku suami Termohon. 

5. Bahwa  ketika  perselisihan  tersebut  terjadi  Termohon  sering  kali

membentak  Pemohon  dengan  kata-kata  kasar/  bernada  tinggi  yang

menyakitkan hati dan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon.

Setiap sehabis bertengkar, Termohon dijemput Orang tua Termohon dan

pulang ke rumah Orang tua Termohon sendiri tanpa seizin Pemohon. 

6. Bahwa  orang  tua  Pemohon  telah  berupaya  menasihati  dan

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dalam

rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. 
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7. Bahwa sebagai  akibat  perselisihan  tersebut  lebih  kurang  pada  bulan

Januari tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang

ke  rumah  orang  tua  Termohon  sendiri  dengan  alamat  sebagaimana

tersebut  di  atas,  yang hingga  sekarang berlangsung  selama 2  tahun 4

bulan.  Selama itu Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk

kembali memperbaiki rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak bersedia,

tidak  memedulikan  Pemohon  bahkan  Termohon  sering  kali  meminta

Pemohon untuk segera mengurus perceraian. 

8. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang

mempunyai  keinginan untuk  mencerai  /  mentalak  Termohon dan rumah

tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa

disatukan  kembali  selayaknya  keluarga  yang  sakinah  mawaddah

warohmah. 

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo  cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 

2. Memberi  ijin  kepada  Pemohon (xxxx)  untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj'i  kepada  Termohon  (xxx)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Sukoharjo. 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Nomor  499/Pdt.G/2024/PA.Skh  tanggal  27  Mei  2024  dan  Nomor

499/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 05 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan,

Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata
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ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk

berdamai dan tidak bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon tetap pada

dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa,  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Termohon  tidak

pernah datang menghadap meskipun telah  dipanggil  secara resmi dan patut,

selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

kemudian  dibacakan  surat  permohonan  Pemohon yang  maksud  dan  isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Termohon  atau  kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxx

yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa

Tengah,  bermeterai  cukup,  telah  dinazegelen  pos,  dan  setelah

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi

paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah

xxx tanggal  08 Mei  2024,  yang dikeluarkan dan ditandatangani  oleh

Pegawai Pencatat Nikah KUA xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Jawa

Tengah,  bermeterai  cukup,  telah  dinazegelen  pos,  dan  setelah

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi

paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI,  umur  57  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN

SUKOHARJO,  saksi  tersebut  mengaku  sebagai  Bibi  Penggugat,  di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:
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- Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon  adalah

pasangan suami istri; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

di rumah orang tua Penggugat namun kadang juga di rumah orang

tua Tergugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir; 

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon pada awalnya berjalan baik,  akan tetapi  akhir-akhir  ini

mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar; 

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  Pemohon  dan

Termohon bertengkar satu kali; 

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar

setahun yang lalu. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa  setelah  berpisah  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah

tidak saling berkomunikasi; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pernah  didamaikan  oleh

keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN

SUKOHARJO,  saksi  tersebut  mengaku  sebagai  Saudara  Sepupu

Penggugat, di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon  adalah

pasangan suami istri yang menikah sekitar tiga tahun yang lalu; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai  seorang  anak,

yang sekarang diasuh oleh Termohon; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

di rumah orang tua Penggugat namun kadang juga di rumah orang

tua Tergugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir; 
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- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon pada awalnya berjalan baik,  akan tetapi  akhir-akhir  ini

mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan

Termohon bertengkar; 

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  Pemohon  dan  Termohon,  hanya  mendengar  cerita

dari  orang  tua  Pemohon  bahwa  orang  tua  Termohon  menyuruh

Termohon untuk bercerai dengan Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar

setahun yang lalu. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa  setelah  berpisah  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah

tidak saling berkomunikasi; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pernah  didamaikan  oleh

keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa,  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita acara  sidang  perkara ini  sebagai  bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon,  meskipun  dipanggil  secara

resmi  dan  patut,  tidak  datang  menghadap  di  muka  sidang  dan  pula  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh

karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut

harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR

dan dalil dalam kitab  Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405, yang selanjutnya

diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, yakni:
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Artinya  :  “Barangsiapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  (Pengadilan)  tidak

datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan gugurlah

haknya.“ ;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir,  sebagaimana  ketentuan

Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasihati

Pemohon agar berpikir untuk berdamai dan  tidak  bercerai dengan Termohon

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  yang diubah dengan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun 2019 tentang

Perkawinan  jo. Pasal  65  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi

upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam

permohonan Pemohon adalah  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

awalnya baik dan rukun namun sejak bulan November tahun 2022 mulai tidak

rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan orang tua Termohon

terlalu ikut campur, Termohon masih merasa kurang nafkah dari Pemohon, dan

Termohon tidak  bersedia diatur,  puncaknya pada bulan Januari  tahun 2022

Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  dan  pulang  ke  rumah  orang  tua

Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa

saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis  membebani

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  yang  diajukan  oleh  Pemohon  yang

diberi  tanda P.1 (fotokopi  Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi  Kutipan

Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai

dengan  aslinya  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1888  Kitab  Undang-Undang

Hukum Perdata  (KUHPer)  dan  telah  bermeterai  cukup  sebagaimana  diatur

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang

Bea  Meterai,  relevan  dengan  pokok  perkara,  sehingga  telah  memenuhi

persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan

mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata,  maka Majelis

Hakim  menilai  alat  bukti  tersebut  harus  dinyatakan  dapat  diterima  untuk

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti  P.1  terbukti  bahwa Pemohon

bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan identitasnya telah sesuai dengan

surat permohonan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti  P.2  terbukti bahwa Pemohon

dan  Termohon  adalah  pasangan  suami  istri  yang  sah  yang  menikah  pada

tanggal  04  Oktober  2024  tercatat  di  KUA Mojolaban  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx

Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2

(dua)  orang  saksi  Pemohon  yang  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah

dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh

didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR.

jis. Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah

fakta  yang  dilihat  dan  didengar  sendiri  dan  keterangan  antara  saksi  satu

dengan  lainnya  saling  bersesuaian,  oleh  karenanya  keterangan  dua  orang
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saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal

170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi  tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut: 

1. Pemohon dan  Termohon  adalah  suami  istri  sah  yang  menikah  pada

tanggal 04 Oktober 2024 dan dikarunia satu orang anak;

2. Setelah  menikah  Pemohon dan  Termohon  tinggal  bersama di  rumah

orang tua Pemohon sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun akan

tetapi  keduanya  mulai  sering  berselisih  dan  bertengkar  yang

mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak setahun yang

lalu;

4. Selama  berpisah  kedua  pihak  sudah  tidak  saling  berkomunikasi

layaknya suami istri;

5. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim

akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang

diajukan oleh  Pemohon yang beragama Islam atas  dasar  perkawinan yang

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi

absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  cerai  talak  yang

diajukan  oleh  Pemohon serta  saat  ini  Termohon  berkediaman di  xxxxxxxxx

xxxxxxxxx  yang  merupakan  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Sukoharjo,

maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Nomor  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  tahun  2006  dan  yang  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50
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Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam,

secara  relatif  Pengadilan  Agama  Sukoharjo  berwenang  untuk  memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara a quo;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti  bahwa Pemohon dan

Termohon  adalah  pasangan  suami  istri  yang  sah,  kemudian  Pemohon

mengajukan cerai talak yaitu agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan

talaknya  terhadap  Termohon,  maka  berdasarkan  Pasal  66  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun 1989 yang telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki legal standing karena merupakan

pihak-pihak  yang  berkepentingan  langsung  dalam  perkara  a  quo (persona

standi in judicio);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa petitum angka 1  merupakan petitum yang akan

dijawab  setelah  mempertimbangkan  seluruh  petitum  Pemohon,  karenanya

jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  petitum  angka  2  memohon

supaya diberi izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menegaskan  bahwa,  "Perkawinan  ialah

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-

istri  dengan tujuan membentuk  keluarga (rumah tangga)  yang bahagia  dan

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami

bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan

batin  yang  kuat  di  antara  kedua  belah  pihak,  ikatan  lahir  batin  itu  harus

dimaknai  dengan  adanya  perasaan  saling  mencintai,  saling  menghormati,

saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin

yang didasari  kerelaan tanpa paksaan antara suami istri  dalam mengarungi

bahtera  rumah  tangga,  sehingga  dengan  adanya  hal-hal  seperti  itu  akan

terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah

tangga yang sakinah,  mawadah dan rahmah,  sebagaimana yang dimaksud
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dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  yang diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan jo. Pasal  3

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa apabila  suatu  rumah  tangga  sudah  tidak  dapat

dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu

harus  berdasarkan  atas  alasan-alasan  sebagaimana  yang  telah  ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang,  bahwa  unsur  pokok  tegaknya  suatu  bangunan  rumah

tangga adalah adanya ikatan lahir  batin yang kokoh antara suami dan istri.

Terjadinya  perselisihan  antara  suami  istri  kemudian  berakibat  berpisahnya

tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil,

maka hal  tersebut  mengindikasikan bahwa perselisihan di  antara  keduanya

terjadi  secara  terus  menerus  dan  menunjukkan  bahwa ikatan  lahir  batin  di

antara  suami-istri  tersebut  telah  sedemikian  rapuh atau bahkan telah  lepas

sama  sekali,  sehingga  sudah  tidak  ada  lagi  kecocokan  dan  kesamaan

kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

pecah  sedemikian  rupa  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Perkawinan)  dan  atau keluarga  yang  sakinah,  mawadah  dan  rahmah  (vide

pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam)  telah  tidak  terwujud  dalam rumah tangga

Pemohon  dengan  Termohon,  dan  telah  memenuhi  ketentuan  dalam  SEMA

Nomor  04 Tahun 2014 pada rumusan kamar  agama angka 4,  serta  SEMA

Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang,  bahwa  sikap  Termohon  yang  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  mengindikasikan  bahwa Termohon tidak mempunyai  itikad baik

untuk  mempertahankan  rumah  tangganya,  sehingga  Majelis  Hakim

berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan

untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;
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Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

sedemikian  rupa adalah sia-sia  belaka,  bahkan apabila  keadaannya seperti

sekarang  ini  dipaksakan  atau  dibiarkan,  maka  justru  akan  menimbulkan

mudarat  dan  penderitaan  lahir  batin  yang  berkepanjangan  bagi  Pemohon,

sehingga  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa rumah tangga

Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka

guna  menghindarkan  para  pihak  dari  kemelut  rumah  tangga  yang

berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon

dan  Termohon  apabila  rumah  tangga  tetap  dipertahankan,  sedangkan

kemudaratan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi

sebagai berikut:

Artinya: “Kemudaratan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk  mewujudkan  rumah  tangga

bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap

pasangan suami istri,  justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti

itu  (rumah tangga yang sudah pecah/retak)  adalah tidak  baik  bahkan akan

menimbulkan  permusuhan  yang  berkepanjangan,  dan  sebaiknya  ikatan

perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal

tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Ahli  Hukum  Islam  Dr.  Mustofa  Al-Siba’i

dalam kitab Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih

oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan

adanya  perpecahan  dan  pertentangan,  selain  itu  justru  akan
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menimbulkan bahaya yang serius  terhadap pendidikan anak-

anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya

mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-

kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini,  baik

yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

sesungguhnya  yang  lebih  baik  adalah  mengakhiri  hubungan

perkawinan antara dua orang suami istri  ini. Mudah-mudahan

(sesudah itu)  Allah  menyediakan bagi  mereka pasangan lain

dalam  hidupnya,  barangkali  dengan  pasangan  baru  itu

diperoleh ketenangan dan kedamaian.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat

membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  dan  telah  memenuhi  norma hukum

Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 227

sebagai berikut:

Artinya: “  Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas  Majelis  Hakim berpendapat  rumah tangga Pemohon dan  Termohon

benar-benar  telah  pecah  dengan  demikian  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi  karena telah terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan  akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f)  Penjelasan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan,  dan  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  oleh

karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan  permohonan  Pemohon  telah

memenuhi alasan hukum;
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan

talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin

talak raj’i tersebut memenuhi  Pasal  118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

itu dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena

perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Pemohon;

Mengingat, peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di  depan sidang Pengadilan

Agama Sukoharjo;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara ini

sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  pada  hari

Selasa tanggal  11 Juni  2024 Masehi  bertepatan dengan tanggal  4 Zulhijjah

1445 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan

Mukhlisin,  S.H.I.,  S.Hum., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
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Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp 360.000,00

4. Meterai : Rp        10.000,00  

J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya.

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon/Termohon.

Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo
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H. Tukino, S.H.
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